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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah mencakup pelayanan 

masyarakat dan pelayanan administrasi. Kedua hal tersebut beriringan dalam mewujudkan 

kinerja pelayanan yang baik (good performance) dalam pemerintahan. Tujuan pelayanan 

publik didukung dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks otonomi daerah 

diharapkan untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat terutama dalam 

penyediaan fasilitas publik dan administrasi publik.  

 Penyelenggaraan pelayanan publik dalam pemerintahan di atur dalam pedoman 

kerja masing-masing organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk 

mewujudkan pemerintahan yang baik. Tertib administrasi adalah suatu konsep 

pengembangan pelayanan yang ditujukan kepada penyelenggara administrasi sehingga 

pelayanan administrasi menjadi lebih efektif dan efisien.  Selama ini pelayanan 

administrasi menjadi terkesan lambat dan tidak efektif karena tidak adanya koordinasi 

pengawasan dan pendelegasian tugas yang akurat. 

 Pelayanan pencatatan nikah penting bagi masyarakat yang ingin melaksanakan 

pernikahan, khususnya pelayanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Ilir Barat I 

Kota Palembang.Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No.11 Tahun 2007 tentang 

pencatatan nikah telah diatur bahwa pernikahan bisa  dilakukan  dalam  dua  pilihan,  yaitu  

di  Kantor Urusan  Agama  (KUA)  atau  di  luar  kantor.  Untuk memfasilitasi  masyarakat  
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yang ingin melaksanakanpernikahannyadidalamKantorUrusan Agama, KUA menyediakan  

ruangan  khusus  yang  disebut  sebagai Balai Nikah. 

 Keberadaan KUA merupakan bagian dari institusi pemerintah yang bertugas 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas 

umum pemerintah, khususnya di bidang urusan agama islam, KUA telah berusaha 

seoptimal mungkin dengan kemampuan dan fasilitas yang ada untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik, dan juga KUA sebagai institusi pemerintah juga berkewajiban 

untuk membina kerukunanantar umat beragama. 

 Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, pemerintah memberikan fasilitas 

tambahan kepada masyarakat yaitu dengan  memberikan balai nikah di seluruh KUA di 

Indonesia, termasuk di KUA Ilir Barat I Kota Palembang, sehingga masyarakat dapat 

melaksanakan pernikahan di KUA. 

 Balai nikah merupakan suatu ruangan atau tempat yang ada di dalam Kantor 

Urusan Agama (KUA) yang berfungsi untuk melaksanakan akad nikah yang merupakan 

salah satu dari fasilitas Kantor Urusan Agama (KUA). Balai nikah sendiri memiliki fungsi 

dan peran yang baik terhadap masyarakat, dapat memudahkan masyarakat yang akan 

melaksanakan pernikahan sehingga pernikahan dapat dengan mudah dan efisien 

dilaksanakan. 

 Akan tetapi pada kenyataannya, balai nikah kurang diminati oleh 

masyarakat.Masyarakat lebih memilih melaksanakan pernikahannya di luar balai nikah. 

Padahal, jika ingin melaksanakan pernikahan di luar balai nikah, maka calon pengantin 

akan mengalami kerepotan dengan menyiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan akad 

nikah tersebut, belum lagi calon pengantin harus mengeluarkan biaya tambahan kepada 

PPN yang ditugaskan, sesuai dengan peraturan pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Agama 
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No.2 Tahun 1990 tentang kewajiban PPN, menyebutkan pula beberapa kepentingan yang 

harusdibayar, yaitu : 

 

a. Honorarium Pembantu PPN 

b. Biaya transport PPN/Pembantu PPN apabila dikehendaki pernikahan dilaksanakan 

diluar KUA/Balai Nikah. 

 Hakekat pelayanan publik perlu ditingkatkan karena pada dasarnya peningkatan 

pelayanan merupakan tugas instansi tersebut, dan pemberian pelayanan prima kepada 

masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi 

masyarakat.Akan sangat disayangkan apabila balai nikah yang dibuat oleh pemerintah 

sebagai bentuk upaya pelayanan prima kepada masyarakat, tidak dimanfaatkan dengan 

semestinya.Dana pemerintah pun yang ditujukan untuk pembangunan balai nikah tersebut. 

akan sia-sia dan tidak tersalurkan kepada masyarakat sebagaimana mestinya. 

Tabel 1.Data Jumlah Pencatatan Nikah Tahun 2017 di Kantor Urusan Agama Ilir 

Barat I Kota Palembang 

No Bulan Nikah di KUA Nikah di Luar KUA Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

6 

6 

8 

5 

9 

5 

3 

6 

8 

114 

60 

59 

71 

99 

3 

69 

55 

101 

120 

66 

67 

76 

108 

8 

72 

61 

109 

Jumlah 56 631 687 
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Sumber: Kantor Urusan Agama Ilir Barat I Kota Palembang,2017 

 

Berdasarkan Tabel 1 mengenai data jumlah pencatatan nikahdi Kantor Urusan 

Agama Ilir Barat I Kota Palembang bulan Januari sampai September tahun 2016 ada 687 

diketahui sebanyak 631 menikah diluar balai nikah dan hanya 56 pernikahan dari 

687pernikahan maka persentasenya sangat kecil yaitu sebesar 8,2 % saja yang 

melaksanakan pernikahan di balai nikah Kantor Urusan AgamaIlir Barat I Kota 

Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang telah disediakan dan diberikan 

oleh Kantor Urusan Agama Ilir Barat I Kota Palembang tidak digunakan dengan baik oleh 

masyarakat, sehingga harapan pemerintahdan juga Kantor Urusan Agama Ilir Barat I Kota 

Palembang tidak tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun2004 yang telah dilakukan 

perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif atas 

JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Agama. 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tersebut dijelaskan perubahan-perubahan 

apasaja yang  menyangkutPenerimaanNegara Bukan Pajak(PNBP) pada Departemen 

Agama  diantaranya adalah biaya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA)  

yang  semula dikenakan biaya sebesar Rp. 30.000,00  per peristiwa  menjadi  dibebaskan  

apabila melakukan proses pernikahan di Kantor Urusan Agama.  Akan tetapi,  apabila  

proses  pencatatan nikah tersebut ingin dilakukan di luar Kantor Urusan Agama (bedolan) 

maka  dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,00 per peristiwa. Biaya tersebut difungsikan 

untuk  biaya transportasi penghulu dan hal-hal yang bersifat administratif lainnya sebagai 

bentuk penerimaan Kantor Urusan Agama Kecamatan. 

Selain  itu,  dalam  Peraturan Pemerintah RI  No. 48  Tahun  2014  juga disebutkan  

mengenai bentuk-bentuk keringanan yang diberikan pemerintah terhadap warga 
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negarayangtidakmampusecaraekonomi/korban bencana yangbermaksud melaksanakan 

pernikahannya di luar Kantor Urusan Agama. Keringanan tersebut berupa  

pembebasantarif yang seharusnya dikenakan biaya sebesar Rp.600.000,00 menjadi  

Rp.0,00. Mengenai  hal  tersebut  selanjutnya  Menteri Agama akan  berkoordinasi  dengan  

Menteri  Keuangan  dalam pembuatan Peraturan Menteri Agama (PMA). 

Oleh karena itu, dari latar belakang di atas perlu adanya  pengkajian  secara lebih  

mendalam  mengenai masalah  penggunaanBalai Nikah yang diberikan  oleh  Kantor 

Urusan Agama (KUA)Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Kualitas Pelayanan Balai Nikah Di Kantor Urusan 

Agama Ilir Barat I Kota Palembang”. 

B. Rumusan Masalah 

Mengingat akan pentingnya peran layanan dalam suatu organisasi maka kiranya 

setiap organisasi publik terutama yang langsung berurusan dan berhadapan dengan publik, 

perlu untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanannya. Berkaitan dengan uraian latar 

belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana kualitas Pelayanan balai nikah untuk Calon Pengantin di Kantor Urusan 

Agama Ilir Barat I Kota Palembang? 

2. Mengapa Calon Pengantin tidak banyak menggunakan Pelayanan Publik di Kantor 

Urusan Agama (KUA) Ilir Barat I Kota Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 

Penulisan skripsi ini dilakukan bertujuan untuk memenuhi persyaratan formalitas 

dalam mendapatkan gelar akademik Sarjana Administrasi Negara strata I Fakultas Ilmu 

Sosial Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas 

maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang 
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mempengaruhi calon pengantin dalam melakukan akad nikah di Kantor Urusan Agama 

(KUA) Ilir Barat I Kota Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Untuk menerapkan dan mengembangkan teori yang sudah diperoleh 

sehingga dapat membandingkan teori dengan kenyataan yang ada di lapangan, serta 

menambah wawasan tentang pelayanan publik di Kantor Urusan Agama (KUA) Ilir 

Barat I Kota Palembang. 

2. Bagi Universitas Sriwijaya 

Untuk menambah referensi di perpustakaan yang dapat berguna sebagai 

dasar pemikiran bagi penelitian yang akan datang yang berhubungan dengan 

pelayanan publik. 

3. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Ilir Barat I Kota Palembang 

Sebagai bahan pertimbangan atau masukan dalam peningkatan pelayanan 

publik, maupun pembuatan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan 

pelayanan publik. 
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